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ABSTRAK 
Upah-upah merupakan penyelesaian suatu kejahatan yang didasarkan pada keberadaan hukum adat. Namun demikian, keberadaan hukum adat tidak akan ada artinya apabila tidak diakui keberadaannya oleh hukum. Restorative justice merupakan sarana yang dipergunakan untuk menjadikan Upah-upah sebagai bagian dari penyelesaian pidana. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menemukan konsep restorative justice dalam pelaksanaan upah-upah  sebagai kearifan lokal kaitannya dengan konsep keadilan, serta untuk menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan konsep restorative justice dalam pelaksanaan upah-upah  sebagai kearifan lokal dalam menanggulangi kejahatan jalanan.  Metode penelitian yang dilakukan adalah spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitataif.  Kesimpulan yang dapat didapatkan berdasarkan hasil analisis adalah konsep restorative justice dalam pelaksanaan upah-upah  sebagai kearifan lokal kaitannya dengan konsep keadilan dengan pengakuan atas hukum adat sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diperkuat dengan keberadaan perda untuk menunjuk masyarakat adat yang diakui merupakan langkah besar dalam pelaksanaan restorative justice dalam mencapai keadilan mengingat pada dasarnya restorative justice ini sebagai pemecah permasalahan dengan tidak mengikutsertakan peradilan atau skema penyelesaian hukum sebagaimana mestinya, namun mengakui kebaradaan hukum yang berkembang di masyarakat. Pelaksanaan konsep restorative justice dalam pelaksanaan upah-upah  sebagai kearifan lokal dalam menanggulangi kejahatan jalanan adalah dengan menjadikan kejahatan jalanan sebagai objek dari restorative justice sekaligus menjadi objek dari proses peradilan adat di Sumater Utara dengan Surat Tumbaga Holing sebagai dasar hukumnya. Pelaksanaan Konsep restorative justice dalam bentuk upah-upah menempatkan Kepolisian sebagai pengawas sekaligus pemantau berlangsungnya peradilan adat. Dilain sisi, Kepolisian juga berfungsi sebagai pengantar informasi atau tembusan kepada kejaksaan dan hakim dipengadilan yang hasil akhirnya menjadikan putusan adat ditetapkan oleh pengadilan. Ketetapan pengadilan ini lah yang menjadikan putusan sidang adat memiliki kekuatan hukum dalam hukum positif Indonesia
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Abstract
Upah-Upah are a settlement of a crime based on the existence of customary law. However, the existence of customary law will be meaningless if its existence is not recognized by law. Restorative justice is a means used to make Upah-Upah a part of criminal settlement. The purpose of the research in this study is to find the concept of restorative justice in the implementation of Upah-Upah as local wisdom in relation to the concept of justice, as well as to analyze and describe the implementation of the concept of restorative justice in the implementation of Upah-Upah as local wisdom in overcoming street crime. The research method used is a research specification using analytical descriptive. The approach method uses normative juridical. The data collection technique that will be used in this study is document study. The data analysis method is normative qualitative. The conclusion that can be obtained based on the results of the analysis is the concept of restorative justice in the implementation of Upah-Upah as local wisdom in relation to the concept of justice with the recognition of customary law as stated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which is strengthened by the existence of regional regulations to designate recognized indigenous communities is a major step in the implementation of restorative justice in achieving justice considering that basically this restorative justice is a problem solver by not involving the courts or legal settlement schemes as they should be, but recognizing the existence of laws that are developing in society. The implementation of the concept of restorative justice in the implementation of Upah-Upah as local wisdom in overcoming street crime is by making street crime the object of restorative justice as well as the object of the customary justice process in North Sumatra with the Tumbaga Holing Letter as its legal basis. The implementation of the concept of restorative justice in the form of Upah-Upah places the Police as supervisors and monitors of the customary justice process. On the other hand, the Police also function as a messenger of information or copies to the prosecutor's office and judges in court, the final result of which is that customary decisions are determined by the court. This court ruling is what makes the customary court decision have legal force in positive Indonesian law
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PENDAHULUAN
Selain itu, pada awal tahun ini, melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP baru), eksistensi masyarakat hukum adat khususnya penerapan hukumnya kembali dikuatkan oleh negara. Dalam KUHP tersebut pada Pasal 2 memuat ketentuan yang menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”. Dalam ketentuan tersebut perihal hukum yang hidup dalam masyarakat dimaknai dalam penjelasan Pasal a quo sebagai hukum adat.

Pengakuan hukum adat tersebut penting mengingat selama ini perkara-perkara yang telah diakomodasi dalam hukum nasional yang berasal dari hukum adat adalah pada ranah hukum privat/perdata sementara ranah hukum pidana belum mendapatkan tempat. Dengan pengakuan tersebut maka setelah penerapan KUHP tersebut dalam waktu 3 tahun yang akan datang hukum pidana adat yang ada pada desa adat juga otomatis ikut mulai dapat diberlakukan. 

Di Indonesai sendiri, eksistensi hukum adat bukan hanya ada pada masyarakat Batak, namun adat minangkabau Sumater Barat piun menjadi salah satu hukum adat yang diakui keberadaannya. Sumatera Barat yang sebagian besar penduduknya adalah etnis Minangkabau, maka hukum adat di Minangkabau tumbuh dan berkembang dalam suatu desa adat yang dinamakan Nagari. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat. Dalam hal ini Nagari bebas mengurus dirinya masing-masing yang mengakibatkan pemberlakuan hukum pidana adat terbatas pada masyarakat di wilayhanya dan secara filosofi dikenal dengan “Adat Salingka Nagari”.Untuk mengurus masyarakat di wilayah Nagari tertentu dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari,dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat. Pemerintahan Nagari dilaksanakan berdasarkan Peraturan Nagari. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing nagari memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis atau tidak terkodifikasi
 

Pengakuan atas upah-upah atau hukum adat Minangkabau merupakan konsep yang secara konseptual dapat menjadi ranah diberlakukannya restorative justice di Indonesia. Sebagai sebuah konsep pemikiran, restorative justice sebenarnya telah muncul sangat lama. Keadilan restoratif telah ada semenjak Aristoteles mengemukakan pemikirannya terkait keadilan korektif. Aristoteles telah menunjukkan adanya prinsip restoratif dengan memandang hukuman sebagai pengembalian dan bukan justifikasi untuk menyakiti pelaku. 
 Restorative justice adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain (korban) atau masyarakat daripada terhadap negara.

Di Amerika Utara, Australia, dan sebagian Eropa, keadilan restoratif sudah diterapkan pada semua tahap proses peradilan pidana konvensional yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan.
 Dalam Kongres Lima Tahunan yang ke-5 di Jenewa tahun 1975, PBB mulai menaruh perhatian terhadap ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif.

Restorative justice merupakan bentuk penyelesaian konflik yang tidak hanya mengadili dan menghukum pelaku dengan suatu pembalasan,  tetapi lebih  mengedepankan pada terpulihkannya keadaan semula atau kondisi normal dari korban, pelaku, keluarga pelaku/korban. ataupun stakeholder lainnya yang berkepentingan. Keadilan ini di satu sisi dapat menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun di sisi lain juga melindungi dan menghormati hak-hak individu yang lebih mendasar.

Jeff Christian, seorang pakar Lembaga Pemasyarakatan Internasional mengemukakan bahwa konsep restorative justice merupakan konsep hukum modern.
 Howard Zher, seorang perintis keadilan restoratif di Amerika Serikat menyatakan:

Viewed through a restorative justice lens, crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance

Dalam praktikya restorative justice merupakan suatu pengembangan sistem yang masih baru di Indonesia dalam penyelesaian permasalahan pidana yang kebanyakan perkara pidananya menyangkut anak sebagai pelaku tindak pidana. Restorative Justice adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alernatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang. 

  Restorative justice dipandang sebagai suatu proses yang melibatkan pihak- pihak yang berkepentingan dari sebuah pelanggaran secara khusus dan bersama-sama mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta menempatkan perubahan sebagai hak yang harus diterima.
 Sehingga konsep restorative justice menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Adapun restorasi disini memiliki makna yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban.
 

Konsep restorative justice mulai dipraktekkan di Indonesia pada tahun 2009, ditandai dengan terbitnya Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Selanjutnya dalam perkara yang melibatkan pelaku anak, keadilan restoratif tercermin praktik diversi (penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan) seperti diatur UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di bidang hak cipta, dalam Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 154 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, pada pokoknya diatur proses mediasi sebelum melakukan penuntutan pidana yang diadopsi model mediasi penal guna menanggulangi masalah kejahatan. Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia menerbitkan sejumlah kebijakan berupa PERMA dan SEMA. Seperti, SE Ketua MA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kemudian, Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif pada 22 Desember 2020.

Sedangkan keadilan restoratif di instansi kepolisian dan kejaksaan berlaku SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selanjutnya terbit pula beberapa surat keputusan bersama (SKB), diantaranya SKB Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum; Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah tatkala kebijakan hukum penerapan restorative justice tersebut di atas dihadapkan pada kebutuhan akan adanya keterpaduan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana.
 Namun demikian kelembagaan ini harus harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sistem peradilan pidana di Indonesia tampak masih belum beranjak dari asas “differensiasi fungsional” yang dalam implementasinya sering mendapat intervensi dan pengaruh dari kekuasaan ekstra yudikatif serta terjadi perbedaan persepsi antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain dalam menyelesaikan kasus. Misalnya di satu pihak Kepolisian dan Kejaksaan telah berupaya keras untuk mencari bukti-bukti sehingga tersangka dapat ditahan dan dilimpahkan ke Pengadilan sebagai terdakwa. Namun setelah masuk ke Pengadilan, Hakim memeriksa dan akhirnya memutus bebas terdakwa.  

Sinergisitas penegak hukum dan kemanfaatan hukum dalam penyelesaian kejahatan jalanan di wilayah Sumatera Utara merupakan suatu konsep penanganan kejahatan jalanan yang pada dasarnya dapat diaplikasikan secara faktual dengan implementasi upah-upah sebagai dasar pemikiran penyelesaian pidana yang dapat dijadikan dasar keberlakuan restorative justice yang disandarkan pada aturan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penggunaan restorative justice dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat Sumatera Utara seperti halnya keberadaan adat upah-upah merupakan skema penyelesaian perkara pidana yang memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain pada dasarnya keberadaan  restorative justice dengan memperhatikan keberadaan adat upah-upah, telah ada dan tumbuh berkembang pada masyarakat. 
Berdasarkan hal tersebut, penulis mengidentifikasikan masalah yaitu pertama bagaimana konsep restorative justice dalam pelaksanaan upah-upah  sebagai kearifan lokal kaitannya dengan konsep keadilan?. Kedua, bagaimana pelaksanaan konsep restorative justice dalam pelaksanaan upah-upah  sebagai kearifan lokal dalam menanggulangi kejahatan jalanan?.

METODE PENELITIAN 
Jurnal ini memuat spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu keberadaan dan pemanfaatan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta bahan hukum yang didalamnya akan dikaji dan dan dianalisis untuk mendapatkan suatu gambaran yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Metode dalam jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisa peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder. Hal tersebut pula menunjukan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan secara kepustakaan dan secara lapangan.  Analisis data dalam jurnal yang dipergunakan oleh penulis adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu Tindakan menganalisis data yang hasil akhirnya berupa kalimat
PEMBAHASAN 
Konsep Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Upah-Upah  Sebagai Kearifan Lokal Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan
Kejahatan jalanan (street crime) sangat meresahkan bagi masyarakat, banyaknya kasus kejahatan jalanan yang melingkupi masyarakat, akan sangat berpengaruh pada ketertiban dan keamanan masyarakat. kejahatan jalanan ini jika dibiarkan maka perasaan takut dan tidak aman akan timbul dikarenakan kejahatan jalanan inilah yang paling dekat dengan masyarakat. Produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari juga akan terpengaruh. Untuk itulah, masyarakat membutuhkan suatu penanganan dan penindakan secara hukum, yang dapat melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman dari gangguan kejahatan
.

Kejahatan jalanan ialah suatu masalah dalam lingkungan sosial yang masih dan sangat sulit untuk dikendalikan oleh negara berkembang terutama seperti negara Indonesia. Hal ini dapat terlihat pada persoalan tindak pidana yang masih terus berlanjut sampai saat ini dan belum teratasi mulai dari masalah persoalan perekonomian khususnya kemiskisnan akibat tingginya tingkat pengangguran, selain itu kurangnya atas pendidikan terhadap para masyarakat, sehingga hal-hal ini ialah yang menuai penyebab seringnya terjadi berbagai tindak pidana kejahatan pada lingkungan masyarakat. 

Pangkal masalah kejahatan jalanan ditinjau dari teori yang ada, tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, kepadatan penduduk yang terus meningkat, kesulitan lapangan kerja, dan belum adanya tempat tinggal yang layak, kondisi seperti inilah yang harus dihadapi setiap hari oleh masyarakat kalangan bawah yang mengais rejeki untuk kebutuhan hidup, maka menggunakan jalan pintas dengan melakukan kejahatan jalanan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka adalah salah satu cara tercepat yang dapat ditempuh
.  Kejahatan jalanan (street crime) memiliki beberapa tindak pidana kejahatan diantaranya tindak kejahatan mencuri seperti yang diatur pada Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman kekerasan sebagaimana yang diatur juga pada Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti pencurian kendaraan bermotor (Ranmor), perbuatan pemerasan yang terdapat pada pasal 368 Kitab Undang Hukum Pidana. Tindak kejahatan pemerkosaan yang terdapat pada pasal 285 KUHP, perbuatan penganiayaan yang terdapat pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tindak pidana pembunuhan yang diatur pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beragam tindak pidana dalam bentuk kejahatan jalanan yang terdapat dalam lingkungan kehidupan masyarakat sehari-hari sudah pasti sangat meresahkan dilingkungan masyarakat
.
Restorative justice juga menjadi model pendekatan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa konsep restorative justice yang telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain: keseimbangan antara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan asas legalitas, salah satu tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik sosial dan membebaskan rasa bersalah terpidana, dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, adanya pemaafan dari korban atau  keluarganya, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, adanya jenis pidana pengawasan dan  pidana kerja sosial, adanya jenis pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat, dan adanya ketentuan bahwa pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan antara lain jika kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar, dan sebagainya.

Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, restorative justice juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan restorative justice makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan restorative justice, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi, dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Secara sosiologis, semua warga negara harus berpartisipasi penuh dalam kehidupan kemasyarakatan, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga. Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik, sebab tidak ada pedoman atau  patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban, akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban dan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

Kedua, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Argumen kontrak sosial menyatakan bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terjadi kejahatan dan membawa korban, negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban tersebut. Argumen solidaritas sosial menyatakan bahwa negara menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.

Ketiga, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang  ditimbulkan  oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memuat beberapa ketentuan yang memiliki konsep restorative justice. Konsep restorative justice tersebut tercantum antara lain: 1) dalam pembentukan norma hukum pidana, Pasal 2 ayat (1) pada intinya menegaskan bahwa asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan. Namun berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama  dengan pidana tambahan yang lain. Mengenai pidana tambahan berupa pemenuhan  kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.

Baik Basir maupun Muhammad Ikhsan menyatakan, bahwa pemenuhan kewajiban adat akan memenuhi prinsip restorative justice sepanjang ada keterlibatan korban secara langsung mengajukan tuntutan kepada pelaku, dan sepanjang ada mekanisme yang diciptakan bagi pengakuan kesalahan dari pelaku dan kesediaan pelaku untuk menebus kesalahannya itu terhadap korban. Dari sisi kemasyarakatannya, restorative justice sebetulnya harus diberi ruang sebagai forum tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan perkara pidana secara adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak baik pelaku, korban, maupun masyarakat.

Konsep restorative justice juga telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain terkait dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan (out of court settlement) untuk perkara-perkara tertentu, kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dalam perkara-perkara tertentu, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, menghapuskan praktek-praktek kuno dan formalistik, reformasi birokrasi sistem peradilan pidana, modernisasi aturan pembuktian, dan keberpihakan pada korban dan kelompok rentan. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur tentang bagaimana mekanisme penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan siapa dilibatkan dalam penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut serta bentuk instrumen penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana lainnya.

Dalam praktek selama ini, konsep restorative justice telah lama diterapkan oleh POLRI khususnya terhadap kasus-kasus tindak pidana aduan, penganiayaan ringan, kecelakaan ringan pada lalu lintas, dan sebagainya. Dalam hal ini aparat penegak hukum melakukan “upaya damai” dalam arti positif. Oleh karena itu pendekatan restorative justice disarankan juga dapat dilakukan pada tahap penyidikan demi efisiensi, hanya saja mekanismenya memang perlu diatur secara jelas. Konsep tersebut merupakan konsep yang seharusnya disadur pelaksanaan restorative justice. Menurut penulis ketika konsep restorative justice tersebut dilakukan maka dapat diskemakan sebagai berikut:

Konsep Restorative Justice





Konsep restorative justice di atas, menunjukan bahwa keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai wujud keberadaan manivestasi keunggulan budaya nusantara tidak dapat dipisahkan dalam tata kehidupan masyarakat. Hal ini menyiratkan bahwa pada dasarnya setiap masyarakat yang ada di Indonesia memiliki kebudayaan yang dipegang teguh dalam kehidupannya termasuk didalamnya dalam menyelesaikan suatu perkara (pidana).  Hal ini mendorong adanya pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat untuk menyatukan pandangan sekaligus penghargaan atas masyarakat hukum adat dan keberlakuan hukumnya. 

Pengakuan ini meliputi segala aspek nilai budaya yang ada di dalamnya, termasuk nilai, norma atau bahkan sanksi hukum adat. Pengakuan ini pula memiliki makna bahwa negara sebagai pucuk pencetus keberadaan hukum mengakui atas keberadaan hukum adat tersebut. Ketika negara mengakui maka pada dasarnya negara mengakui dan menghormati masyarakat adat tersebut, atau pun sebaliknya ketika negara mengakui masyarakat adat, maka penghormatan tinggi dari negara ketika hukum adatnya diakui. Hal yang harus diperhatikan atas pengakuan ini adalah, pemerintah daerah harus melegitimasi dengan keberadaan Perda, mengingat dengan keberadaan perda maka secara formal maupun materiil hukum adat suatu masyarakat adat diakui berdasarkan hukum.

Dalam kerangka hukum pidana, pengakuan ini diaplikasikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan pengakuan terhadap hukum adat. Dengan demikian, hukum adat ini diakui dalam kepengurusan hukum pidana di Indonesia, sekaligus wujud terciptanya asas legalitas.

Keberadaan pengakuan dalam atas hukum adat sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diperkuat dengan keberadaan perda untuk menunjuk masyarakat adat yang diakui merupakan langkah besar dalam pelaksanaan restorative justice mengingat pada dasarnya restorative justice ini sebagai pemecah permasalahan dengan tidak mengikutsertakan peradilan atau skema penyelesaian hukum sebagaimana mestinya. Restorative justice dengan melibatkan hukum adat merupakan terobosan baru hukum pidana Indonesia dalam menyelesaikan masalah pidananya. 

Kepolisian Polda Sumatera Utara dalam menegakkan hukum Polri merupakan bagian (sub sistem) dalam sistem peradilan pidana, sebagai penyidik, yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana pidana bukan tindak pidana adat, namun dengan adanya konsep restorative justice di atas, maka kedudukan Kepolisian sebagai pengawas dilakukannya peradilan adat sekaligus sebagai media perantara terciptanya keputusan pengadilan atas putusan adat yang telah ditetapkan 

Pelaksanaan Konsep Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Upah-Upah  Sebagai Kearifan Lokal Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan
Keberhasilan penegakan hukum tentunya tidak hanya mendasarkan telah terpenuhinya ketiga komponen di atas dalam sebuah sistem hukum, melainkan juga sinkronisasi pada setiap komponennya. Mengingat dalam sistem peradilan pidana dibutuhkan adanya suatu keterpaduan atau keselarasan. Hal yang harus diketahui makna “integradted criminal justice system” adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam: 

1. Sinkronisasi struktural (structural synchronization) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum

2. Sinkronisasi substansional (substantial synchronization) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya hukum positif

3. Sinkronisasi kultural (cultural synchronization) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. 

Sistem peradilan merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang merupakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil merupakan hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya kepentingan hukum saja akan membawa bencana berupa keadilan. Jika dikaitkan bahwa dalam hal aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa atau Hakim sebagai struktur hukum dihadapkan suatu permasalahan kelemahan atau ketidak lengkapan suatu substansi hukum, pada hakikatnya di sinilah makna sesungguhnya dari fungsi aparat penegak hukum. Para aparat penegak hukum secara bersama-sama diharapkan mampu memberikan ruh dengan mengembalikan pada dasar filosofis dan tujuan dibentuknya suatu subtansi hukum, atau bahkan melakukan inovasi dan terobosan hukum yang berorienatasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Di sisi lain, dengan adanya langkah bersama yang mendasar pada cara pandang yang selaras merupakan salah satu langkah perwujudan integralitas atau keterpaduan dalam kaitannyanya dengan “Integrated Criminal Justice System”. Mengingat selain dapat memecahkan permasalahan substansi hukum secara bersama, juga dapat menekan ego sektoral dalam hal terjadinya permasalahan kewenangan. Dengan demikian, akan terbangun sinkronisasi struktural (structural synchronization), yakni keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum. Hal ini hendaknya dapat pula diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana ringan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kepastian hukum semata, dengan demikian selain dibutuhkan adanya sinkronisasi substansial juga dibutuhkan sinkronisasi struktural.

Berbicara mengenai upah-upah sebagai model alternatif penyelesaian tindak pidana ringan, maka setidaknya terdapat 2 (dua) model Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ringan yang dianggap dapat memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat, yakni: 

1. Model Formal dengan Mengintegrasikan Restorative Justice Penyelesaian kasus tindak pidana pada dasarnya tidak harus dimonopoli oleh model tunggal berupa proses peradilan pidana yang bekerja dalam kerangka sistem peradilan pidana (criminal justice system) manakala model tersebut sudah tidak memuaskan lagi bagi masyarakat banyak. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini secara faktual masyarakat menghendaki penyelesaian perkara tindak pidana secara kekeluargaan dengan mengesampingkan kaidah normatif. Model ini apabila dikonstruksikan dalam suatu model dalam victimology maka ditemukan suatu model yang dikenal dengan Restorative justice. Restorative Justice adalah suatu respon terhadap tindak pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban yang menderita kerugian, memberikan pengertian kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai. Restorative Justice dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan dan untuk memudahkan perdamaian antar pihak-pihak yang saling bertentangan
.Tony Marshall berpendapat pula tentang restorative justice sebagai suatu proses di mana semua pihak yang berhubungan datang berkumpul untuk memutuskan solusi secara bersama akibat dan pengaruhnya pada masa depan. Hal ini mengintegrasikan upah-upah dalam skema penyelesaian suatu tindak pidana dalam hal ini kejahatan jalanan. Dengan skema ini maka pengaturan mengenai upah-upah wajib ada dalam skema hukum positif sebagai bagian dalam pelaksanaan restorative justice 

2. Mengoptimalkan Lembaga Adat yang Dimiliki oleh Beberapa Daerah Sebagai suatu alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, tentunya dibutuhkan suatu langkah yang inovatif yakni dengan mengoptimalkan lembaga adat yang dimiliki oleh beberapa daerah. Adapun terdapat beberapa alasan, yakni Pertama penyelesaian secara adat lebih dapat dirasakan nilai keadilannya, di mana hal itu tumbuh dan berakar pada nilai keadilan masyarakat setempat yang sudah terinternalisasi dan diakui eksistensinya (diterima daya berlakunya). Hal ini sebagaimana terlihat secara empiris bahwa budaya konsiliasi atau musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia, di mana tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa digunakan dan dianggap mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan, ketertiban, dan perdamaian. Kedua, jangkauan aparat penegak hukum yang bergerak melalui sistem peradilan terbatas, di mana dengan melihat keadaan geografis Indonesia yang sangat luas dan masih minimnya fasilitas pada daerah terpencil tentunya aparat penegak hukum belum tentu sepenuhnya mampu untuk menjangkau dengan waktu yang cepat dan hasil optimal, sehingga dapat terjadi konsekuensi penumpukan perkara. Ketiga, dapat menekan biaya yang mahal yang harus dikeluarkan bagi pencari keadilan maupun negara selama proses penyelesaian perkara tindak pidana. Adapun apabila dilihat secara normatif, maka ketentuan normatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal (1) angka (10) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Implementasinya dapat berbagai macam antara lain dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta penggunaan mekanisme peradilan adat. Diperkuat oleh Sinclair Dinner, bahwa mekanisme ini (peradilan adat) masih berlaku di daerah-daerah pedalaman di banyak negara di dunia. Hal ini terjadi beberapa hal, antara lain: 

a. Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada

b. Masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini merupakan realitas dimana tradisi atau “custom” masih berlaku di banyak tempat. Ini juga merupakan realita dimana perubahan masyarakat kadang kala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan dimana terdapat daerah-daerah yang masih ”steril” keberlakukan sistem hukum formal

c. Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem hukum formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri

d. Kurang memadainya infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat setempat. 

Berkaitan dengan di Indonesia sendiri, tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa digunakan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan upah-upah sebagai salah satu penyelesaiaan pelanggaran adat. Bentuk penyelesaiannya maupun tingkat kekuatan mengikat dari hasil penyelesaian perkara tindak pidana tentunya bervariasi, sesuai dengan hukum adat yang bersangkutan. Adapun makna yang dapat diambil adalah nilai-nilai ketuhanan (memaafkan) dan musyawarah yang terkandung di dalamnya, yang tidak lain merupakan pencerminan nilainilai Pancasila. Secara normatif, terlihat adanya upaya penegasan terhadap kedudukan hukum yang hidup (hukum adat) dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Noor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menjadikan hukum pidana adat sebagai jenis pidana tambahan

Merujuk seluruh uraian di atas, maka suatu langkah yang bijak apabila tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui lembaga adat dengan penggunaan upah-upah yang lebih berorientasi pada budaya konsiliasi atau musyawarah perdamaian untuk mencapai rasa keadilan, kemanfaatan, sekaligus menghilangkan perasaan dendam bagi kedua belah pihak sebagai bagian dari penerapan konsep restorative justice. Konsep tersebut apabila diskemakan akan seperti:

Pelaksanaan Konsep Upah-Upah Sebagai Restorative Justice





Tindak pidana ringan yang menjadi objek dari restorative justice sekaligus menjadi objek dari proses peradilan adat di Sumater Utara dengan Surat Tumbaga Holing sebagai dasar hukumnya. Pada dasarnya peradilan adat yang dilakukan merupakan kristalisasi dari kepercayaan masyarakat adat untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Hal ini merupakan penghormatan yang besar sekaligus pengakuan yang besar terhadap peradilan adat, dimana keputusannya dihormati dan ditaati oleh masyarakat adatnya. Pelaksanaan Konsep restorative justice dalam bentuk upah-upah menempatkan Kepolisian sebagai pengawas sekaligus pemantau berlangsungnya peradilan adat. Hal ini tentunya didahului oleh undangan adat dari tetua adat kepada pihak Kepolisian setempat (setingkat Polres mengingat kewenangan dan tanggungjwab yang diembannya sehingga dapat langsung berkoordinasi dengan Polda). 

Dilain sisi, Kepolisian juga berfungsi sebagai pengantar informasi atau tembusan kepada kejaksaan dan hakim dipengadilan yang hasil akhirnya menjadikan putusan adat ditetapkan oleh pengadilan. Ketetapan pengadilan ini lah yang menjadikan putusan sidang adat memiliki kekuatan hukum dalam hukum positif Indonesia

Pandangan ini akan berbeda jika mengenai tindak pidana berat, di mana perlu dipertimbangan kembali akan suatu langkah yang selektif terhadap kewenangan peradilan adat atau mediasi pidana yang dilakukan oleh pemangku hukum adat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana berat, khususnya pemerkosaan dan pembunuhan. Perkara tindak pidana berat, akan lebih tepat jika penyelesaiannya dilakukan oleh peradilan formal. Mengingat aparat penegak hukum memiliki kemampuan khusus untuk melakukan analisis secara mendalam guna memperoleh dan merangkai modus operandi, alibi, hingga motivasi pelaku tindak pidana. Dengan demikian, akan lebih dapat menentukan pidana yang dijatuhkan secara seimbang sesuai dengan kondisi obyektif dan subyektif pelaku tindak pidana, dan tentunya korban lebih mendapatkan kepastian hukum dalam memperoleh kompensasi atau restitusi. Adapun demikian, tidak menutup akses partisipasi masyarakat adat dalam penyelesaian tindak pidana berat atau serius) 

Adapun demikian, pembaharuan administrasi peradilan adat perlu dilakukan, karena jika tetap pada kondisi tradisional maka potensi penyimpangan seperti yang terjadi dalam peradilan formal akan terulang yakni kurangnya efektifnya court management peradilan. Beberapa hal teknis yang perlu dilakukan peradilan adat dalam rangka membenahi administratif dalam managemennya adalah pendokumentasian putusan peradilan adat, pendokumentasian nilai-nilai adat sekaligus menyelaraskan dengan nilai-nilai HAM dan keadilan universal dan regenerasi pemangku peradilan adat, dan pendidikan serta pelatihan masyarakat adat yang ditugaskan membantu pelaksanaan peradilan adat. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalam rangka optimalisasi lembaga adat tentunya lembaga adat harus mampu mengembangkan nilai-nilai yang bersifat responsif (sesuai dengan perubahan hukum dan masyarakat), manusiawi, dan akuntabel administatif. Adapun dengan sifat yang responsif ini, tentunya diharapkan memiliki kemampuan untuk tidak anti terhadap hukum formal, selama nilai yang terkadung di dalam hukum formal dianggap memiliki nilai-nilai yang positif. Sifat manusiawi di sini, dalam arti mampu menyelaraskan dan mencerminkan “Hak Asasi Manusia”, sebagaimana makna yang tersirat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Noor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan konsep restorative justice dalam pelaksanaan upah-upah  sebagai kearifan lokal kaitannya dengan konsep keadilan dengan pengakuan atas hukum adat sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diperkuat dengan keberadaan perda untuk menunjuk masyarakat adat yang diakui merupakan langkah besar dalam pelaksanaan restorative justice dalam mencapai keadilan mengingat pada dasarnya restorative justice ini sebagai pemecah permasalahan dengan tidak mengikutsertakan peradilan atau skema penyelesaian hukum sebagaimana mestinya, namun mengakui kebaradaan hukum yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut pula menunjukan bahwa hukum pidana memberikan ruang dan keadilan atas pengakuan hukum adat. Restorative justice dengan melibatkan hukum adat merupakan terobosan baru hukum pidana Indonesia dalam menyelesaikan masalah pidananya. Dengan adanya konsep restorative justice tersebut, maka kedudukan Kepolisian sebagai pengawas dilakukannya peradilan adat sekaligus sebagai media perantara terciptanya keputusan pengadilan (hakim) atas putusan adat yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan konsep restorative justice dalam pelaksanaan upah-upah  sebagai kearifan lokal dalam menanggulangi kejahatan jalanan adalah dengan menjadikan kejahatan jalanan sebagai objek dari restorative justice sekaligus menjadi objek dari proses peradilan adat di Sumater Utara dengan Surat Tumbaga Holing sebagai dasar hukumnya. Pelaksanaan Konsep restorative justice dalam bentuk upah-upah menempatkan Kepolisian sebagai pengawas sekaligus pemantau berlangsungnya peradilan adat. Dilain sisi, Kepolisian juga berfungsi sebagai pengantar informasi atau tembusan kepada kejaksaan dan hakim dipengadilan yang hasil akhirnya menjadikan putusan adat ditetapkan oleh pengadilan. Ketetapan pengadilan ini lah yang menjadikan putusan sidang adat memiliki kekuatan hukum dalam hukum positif Indonesia

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang terdapat dalam penulisan ini adalah masukan skema pelaksanaan hukum adat dalam hukum positif Indonesia atau setidaknya ada penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum mengenai mekanisme keberadaan hukum adat dalam penanggulangan tindak pidana. Buat aturan daerah yang merepresentasikan penanggulangan tindak pidana dengan penggunaan hukum adat
DAFTAR PUSTAKA
Buku

Achmad Ali, (2009), Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta: Kencana Prenada Media
Barda Nawawi Arief, (2014), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group

Burt Galaway and Joe Hudson, (1996), Restorative Justice: International Perspectives, NY; Amsterdam, The Netherlands: Criminal Justice Press and Kugler Publications
Eriyantouw Wahid, (2009), Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana, Jakarta: Universitas Trisakti
Hadi Supeno, (2010), Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta: Gramedia
Hilman Hadikusuma, (1989), Hukum Pidana Adat, Bandung: Alumni
Howard Zehr, (1990), Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Pennsylvania, Waterloo, Ontario: Scottdale, Herald Press
Muladi dalam R.Sugiharto, (2012), Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Semarang: Unissula Press

Jurnal

Abdul Hakim Siagian dkk, “Alternatif Metode Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Sebagai Wujud Restorative Justice Dalam Persepektif RKHUP”, Jurnal Peradilan Indonesia Teropong, Vol 8. Juli – Desember 2020

Kuat Puji Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosois dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012
Noflanly S.I. Katihokang, “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI” Lex Privatum, Vol. V, Nomor 6 tahun 2017
Septa Candra, “Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2 No. 2 Agustus 2013

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Ke 4

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Asas Legalitas





Peraturan Daerah





Restirative Justice





Pengakuan Atas Hukum Adat





Hukum Adat








Nilai, Norma, Sanksi





Peradilan Adat dengan dasar Surat Tumbaga Holing





Keputusan Adat





Tindak Pidana Ringan





Kepolisian





Kejaksaan 





Hakim





Penetapan Pengadilan








� Hilman Hadikusuma, (1989), Hukum Pidana Adat, Bandung: Alumni, hlm 8


� Abdul Hakim Siagian dkk, “Alternatif Metode Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Sebagai Wujud Restorative Justice Dalam Persepektif RKHUP”, Jurnal Peradilan Indonesia Teropong, Vol 8. Juli – Desember 2020, hlm. 1


� Kuat Puji Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosois dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 414


� Eriyantouw Wahid, (2009), Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 1


� Hadi Supeno, (2010), Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta: Gramedia, hlm. 196


� Howard Zehr, (1990), Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Pennsylvania, Waterloo, Ontario: Scottdale, Herald Press, hm. 181


� Achmad Ali, (2009), Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 196


� Septa Candra, “Restorative Justice:Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2 No. 2 Agustus 2013, hlm. 264


� Muladi dalam R.Sugiharto, (2012), Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Semarang: Unissula Press, hlm. 3


� AKBP M Syahirul A. Rambe S.SOS. SH., MH. Jabatan PLT KASUBDIT 1 KAMNEG DITRESKRIMUM POLDA SUMUT


� Barda Nawawi Arief, (2014), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, hlm.4


� Noflanly S.I. Katihokang, “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI” Lex Privatum, Vol. V, Nomor 6 tahun 2017, hlm.139.


� Burt Galaway and Joe Hudson, (1996), Restorative Justice: International Perspectives, NY; Amsterdam, The Netherlands: Criminal Justice Press and Kugler Publications, hlm 117





23

